WAL KOTA BALIKPAPAN
- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

o TENTANG L et
PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

WALI KOTA BALIKPAPAN

~‘fé? 'bahwa dalam rangka pemanfaatan " ruang dan"
S pengendahan ruang di Sentra Industri Kecil Somber : ‘

_ Menimbang:
b ‘bahwa - penyelenggaraan - pengelolaan  lahan Sentra

© . Industri Kecil Somber sebagaimana diatur ‘dalam S
-~ Keputusan Wali Kota Ballkpapan Nomor 04 Tahun 2004 | - o

- tentang Pengelolaan ‘Kawasan Industr1 Kecil - Somber oy
,,_sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondlSl, o

s ‘:"“,',V_ﬁsaat ini sehlngga perlu diganti; .~
.~ c. bahwa . ‘berdasarkan pertlmbangan ' sebagalmanaif :

- dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan,‘

L -5f’2,,"Kec11 Somber;

" Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sentra Industrlf Vo

i . Mengmgat L >_: 1;1 Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk L =

Indonesia Tahun 1945;"

. Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 ‘Tahun |
1953 tentang Pembentukan ‘Daerah ngkat I di
 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -

G ‘:".72.",‘,Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang"ﬁ L

1953 Nomor 9) Sebagai Undang—Undang (Lembaran S i R
‘Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, |

X Tambahan Lembaran Negara Republlk lndone31a Nomor' '
oo 1820); D ' Sl
30 Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentangf; o

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana |
“telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- |

' : Negara Repubhk Indonema Nomor 567 9)

| ; | MEMUTUSKAN ; Shanae
»Méfiéfapkah PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SENTRA
- INDUSTRIKECIL SOMBER. ot B

~ Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Repubhk‘ i o
 Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran | -

.~ :+ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua |
. Atas Undang~Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
~°Pemerintahan  Daerah (Lernbaran Negara Republik { =~
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran, I




~ BABI |
KETENTUAN UMUM ,

Pasal 1

. 'Dalam Peraturan Wali Kota i ini yang dimaksud déngan

Daerah adalah Kota Bahkpapan

Pemenntah Daerah adalah- Wah Kota sebaga1 unsur. penyelenggara b
- pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerlntahan yang
f menjadl kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan :

Wah Kota adalah Wah Kota Balikpapan. - e S :
.;fD1nas adalah ‘Dinas Kopera31, Usaha Mlkro chil,~ kMenengah dan" ‘

-Perlndustrlan Kota Bahkpapan 3 . ,, , o : ' i

- Umt Pelaksana Teknls Daerah Sentra Industrl Kecﬂ yang selanjutnya dlslngkat
. UPTD SIK adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis ’
’operasmnal dan / atau keg1atan ‘teknis penun]ang tertentu. yang berada d1
’;gbawah Dmas ' : i ~

.{""‘Sentra adalah pusat keg1atan loka31 tertentu dlmana terdapat usaha yang} '
menggunakan bahan baku sarana yang sama - sehlngga menghasﬂkan)
! _;‘I‘produk51 e ' L S

..”:Sentra Industn Kec1l Somber yang selanjutnya d1s1ngkat SIKS adalah Sentra‘ |
; tempat pemusatan industri skala kecil yang dllengkapl dengan sarana,
' prasarana dan fasﬂltas penunjang lalnnya yang dlslapkan oleh Dlnas

:Pengelolaan adalah pemanfaatan dan pengendahan atas semua sumber daya'
: _,manusm ataupun sumber daya lainnya yang dapat dlwujudkan dalam kegiatan |

o perencanaan pengorgan1sa31an ‘pemanfaatan, pengamanan, pemehharaan 1
ippemblnaan pengawasan pengendahan pengarahan dan pengawasan untuk
'4mencapa1 suatu tuJuan , '

.‘“.'Badan adalah suatu bentuk usaha yang mehputl Perseroan Terbatas ,
:Perseroan Komandlter Perseroan lamnya Badan Usaha M111k ‘Negara atau |
Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan perkumpulan F1rma i
o k‘Kong51 Kopera81 Yayasan atau Orgamsa51 yang sejenis, Lembaga Dana oy

“ :Pensmn Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha 1a1nnya

10 |
e rekomendasi dari UPTD SIK yang diberikan kepada pemohon sebaga1 bUKtl‘ g

Persetujuan adalah surat yang dlterbltkan oleh Dlnas setelah mendapat‘

L '_untuk memu1a1 menjalankan usaha di SIKS.

e 7 melakukan perjanjlan usaha dan melaksanakan keg1atan di SIKS
-fdlperuntukkan/ digunakan untuk melakukan proses pengolahan dan bahanf :
Ll mentah/baku menjadl barangJadl S , _ , ST

Penghunl/ orang adalah warga Indonema pelaku usaha 1ndustr1 kecﬂ yang“ﬁ o

Rumah Produk31 adalah bangunan gedung/ rumah yang dlrancang,,'

Pasal 2 E

'Pengelolaan SIKS dlmaksudkan untuk memenuh1 kebutuhan 1ndustr1 kecﬂ dalam | ‘

,f’ suatu kawasan yang keglatan usahanya sesuaJ dengan tata ruang kota dan

o ‘sebagal upaya pengendahan terhadap tata kelola 11ngkungan 1ndustr1 kecil yang "

bCI'Slh dan sehat




g Pengelolaan SIKS bertujuan untuk

- Pasal 3

- a. menyediakan sarana dan prasarana terpadu serta memberlkan layanan yang
~ bersifat teknis bagi pelaku industri kecil dalam Sentra; e : |
o b "menlngkatkan keterampﬂan kompetens1 Sumber Daya Manusia pelaku usaha E
. :~men1ngkatkan daya saing produk me1a1u1 penguasaan terhadap standar e
~ industri dan penerapannya; ' : o
-d. ‘mengembangkan usaha terkait penganekaragaman produk wadah percontohan -
| mesin/ peralatan dan teknologi produksi maupun jasa lalnnya

o e 'fmemngkatkan mdustn kecil yang berwawasan lingkungan;

;f,: 7‘men1ngkatkan Jarlngan bisnis / kerja sama serta menlngkatkan daya salng ol :
* industri kecil; P ' '

o g mendorong tlmbulnya industri kecil modern melalui penumbuhan dan:i
pengembangan usaha industri kecil dalam rangka membangun perekonomlan -

; : _ berdasarkan demokrasi perekonomian nasmnal yang berkeadﬂan dan
~h. sebaga1 destma81 w1sata baru : :

~ BAB 11 |
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu,
o Persyaratan f :

(1) Setlap orang atau Badan yang akan berusaha d1 SIKS harus mendapat;
Persetujuan dan Dmas - ~ : :

(2) Untuk mendapatkan Persetujuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) setlap, o

‘orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas. ~ :
(3) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dﬂengkapl dengan'

persyaratan sebaga1 berikut: : : Y
Can fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bahkpapan

o ‘b.,‘_‘fotokopl Kartu Keluarga Bahkpapan g
c pas. foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tlga) Iembar

g ”d.";;jfotokopl izin usaha m1kro dan kecﬂ atau surat keterangan usaha dar1 s

& 'f1nstans1 yang berwenang, dan
e 5 e 'proposal rencana usaha
o = Pasal 5

j-Setlap orang atau Badan yang direkomendasikan untuk menempat1 rumahf S

f;i‘produks1 di- SIKS  yaitu pengusaha yang pahng smgkat telah menJalankan
usahanya selama 3 (tlga) tahun berturut-turut ' 8 e L

Pasal 6

'_x(l) Setlap orang atau Badan_ d1wa11bkan menaatl ketentuan tentang keselamatan‘ : .

o - dan kesehatan kerja (K3). v :
‘ ~’5,7'; (2) Setiap orang atau Badan dlwajlbkan menjaga kelestarlan llngkungan dan
bertanggung Jawab _]lka ter_]adl pencemaran hngkungan : -




~  Pasal7

o (1) Pegawa1 Negen Slpll Tentara Nasmnal Indonema POhSl Repubhk Indonema

Pegawa1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah‘ |

(BUMD) dan suami atau 1str1nya tidak termasuk orang atau Badan yang boleh : S

berusaha di SIKS.

: (2) Kecuah Pegawal Negen Slpll Tentara Nasmnal Indonesm P011s1 Repubhk; .
e iIndones1a Pegawal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Mlllk» s

- ('y,:‘{;fDaerah (BUMD) yang telah melakukan pemanfaatan rumah produk31 yang{' -

i c'f_f-'sudah ada sebelumnya dapat dllanjutkan oleh ah11 warlsnya setelah mendapat o

. Persetujuan dar1 Kepala Dinas. » _ R e
(3) Ah11 wans sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dﬂarang ;hengalihkan ; |
usahanya kepada plhak 1a1n A R R R

'Bagian Kedua

. Kewenangan

Pasal8

S k (1) Untuk efektlfltas . Pengelolaan SIKS, Dinas - memberlkan sebag1an 1

kewenangannya kepada UPTD SIK : , ‘ 4
" - (2) Kewenangan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) merupakan kewajlban -
Pengelolaan Sentra dan fas111tas pendukung dldalamnya berupa P e
a membangun menggerakkan dan mengembangkan perdrangan atau

kelompok usaha yang sudah ada, dan ‘ '
b menggah poten81 pendapatan asli Daerah yang ada d1 hngkungan SIKS

- (3) Terhadap kewenangan yang dlhmpahkan Dlnas melakukan pengawasan dan

: pemantauan terhadap keglatan SIKS.

© BABII e
PENGEMBANGAN USAHA A/ PEMANFAATAN

. Bagian KeSatu

‘ Pemanfaatan Aset

’ o ; Pasal9 e . R
o | (1) Pendayagunaan barang m111k Daerah yang terdapat dan berada d1 hngkungan

SIKS dapat dlpergunakan sesua1 dengan fungs1

- (2) Pemanfaatan barang m111k Daerah sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

dllakukan dengan tldak mengubah status kepemlhkan dan fung81 bangunan




; . . PasallO R
’ .(1) Set1ap 2 (dua) tahun sekali, dllaksanakan evalua31 pemanfaatan rumah

L produk31 ataupun fasilitas Iamnya yang dlkeljasamakan

& ‘V’,"(/72',)"5Atas dasar hasil evalua31 Kepala UPTD SIK menyampalkan laporan kepadag: i

~ Dinas.

(3) Laporan- sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) ‘menjadi dasar pertlmbangan' e

'”7!5‘D1nas untuk menetapkan kelanjutan perjanjlan kerjasama dan/ atau sewa'

,j‘menyewa pemanfaatan

Pasal 11

s (1),'Terhadap bangunan rumah produks1 berstatus Hak Guna Bangunan (HGB)

. dlberlakukan masa pemanfaatan sarana rumah produks1 sama dengan masa:

o ,‘I;,‘berlaku HGB

" (2)‘»'Terhadap bangunan rumah produks1 atau fasﬂ1tas lamnya dengan status sewa“

- @_menyewa masa berlaku diatur dalam perjanjlan sewa menyewa :

Pasal 12

E ‘V;Set1ap orang atau Badan yang melakukan usaha di SIKS waJ1b menaatl tata tert1b'

4 'i; d1 w11ayah SIKS yang dltetapkan oleh Kepala UPI‘D SIK el

Baglan Kedua -
Bldang Usaha

¢ O el - PasallS
' : ‘2(1) Industrl yang menJadl blnaan d1 w11ayah SIKS mehputl
1 a 1ndustr1 tahu tempe, ‘ ‘_ - :
| b 1ndustr1 malnan anak—anak darl kayu / pengolahan kayu dan meubel
'f:“c‘.';‘lndustrl bnket batu bara; s : L
j d. industn perbengkelan dan j Jasa perbalkan peralatan dan mes1n rmgan
“Ve.l 11ndustr1 pengolahan hmbah non Bahan Berbahaya dan Beracun daur‘
| "”,,ulang,,, G - a 2
= ,”f;"‘ 'Vylndustrl pengolahan makanan kermg, :
G g e :1ndustr1 pengolahan makanan basah dan =
f‘h.A industri energi. baru terbarukan ‘ e :
_(2)]_Untuk menjaga keserasmn llngkungan SIKS 1ndustr1 sebagalmana dlmaksud» -
| v«,:’_,pada ayat (1) dllakukan penataan sesua1 dengan rencana tata ruang/ site plan
(3) Penataan sebagalmana dlmaksud pada ayat 2 ) d1lakukan oleh Dmas




 BABIV
~ LARANGAN

. Pasall4

b .;.',:;Penghum dilarang:

o tanpa Persetujuan D1nas

e b menyeW ak an /memmdahtangankan rumah produks1 kepada plhak ketlga

- apapun; : , . ~ ,

'gd,&_":melakukan modlﬁkaSI ataupun merubah | terhadap bag1an dar1‘ sarana ;
: prasarana yang dlper_]an_]lkan dan/atau ‘ S ;

. e menumpuk menlmbun bahan ‘baku, bahan penolong dan/ atau hmbah ae

o : _fpro dukSI d1 luar wﬂayah rumah produk81 yang dlperjanjlkan
| "';SANKSI
Pasal 15

Set ; ap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksude
Sl ff}dalam Pasal 6 dlkenakan sank31 sesuai ketentuan peraturan perundang— :

L ”‘f;kf:undangan

o f Ahh war1s yang melanggar ketentuan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 7 ayatf ;,'; :
(3) dlkenakan sank31 adm1nlstrat1f berupa pembatalan perJanjlan sewa menyewai "

S secara seplhak dar1 Dlnas

Pasal 17

e Pasal 14 dlkenakan sank81 admlnlstratlf berupa
a. teguran llsan i i

b teguran tertuhs dan / atau :

S » c pembatalan perjanjlan sewa menyewa secara seplhak dar1 D1nas

. . BABVI fa
KETENTUAN PERALIHAN : e

"’menambah mengubah sebaglan dan/ atau seluruh bentuk rumah produks1 '

‘g‘;yf'-,f;:mengubah fung31 rumah produk31 menjadl usaha lalnnya dalam bentuk: -

- ':*Penghunl yang melanggar ketentuan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 12 dan 1




Pasal 18

«f-,,fPemanfaatan dan penggunaan lokasi di SIKS yang telah mendapat Persetujuan

La 'sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dlnyatakan tetap berlaku sampa1 B

R de ngan berakhlmya hak guna bangunan atau pelj]anjlan kerjasama e

'BABVI o
KETENTUAN PENUTUP e

‘Pasal 19

",_;Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kawasan Industr1 Kec11 Somber
""L‘,jdmabut dan dlnyatakan tidak berlaku | ‘
Pasal 20

.fo‘g}”peraturan Wah Kota ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan j ; f‘ S

i : ff’LjAgar setlap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan Wall

e Kota 1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Ballkpapan S

o ‘D1tetapkan d1 Bahkpapan
. pada tanggal 22 April 2019

 M.RIZAL EFFENDI

/~,7'5,D1undangkan d1 Bahkpapan i
E- pada tanggal 23 Aprll 2019

Can ,{f{SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
e Cud

SAYID MN FADLI

k::f’BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 11

o :fi;Sallnan sesuai dengan ashnya
e KEPALA BAGIAN HUKUM

S NIP 196 10806 99003"1 004

o ,:"Pada saat Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wall Kota Bahkpapan?  {¢ s

' WALI KOTA BALIKPAPAN, |




